
CASCADING KANTOR CAMAT BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026
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VISI BUPATI PESISIR SELATAN
MEWUJUDKAN  PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL  DAN PROFESIONAL

MISI. 1 BUPATI PESISIR SELATAN MISI. 3 BUPATI PESISIR SELATAN MISI. 6 BUPATI PESISIR SELATAN
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong 

Sektor Potensi dan Unggulan Daerah
Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, 

Tenteram dan Dinamis.

TUJUAN. 1.1 BUPATI PESISIR SELATAN TUJUAN. 3.1 BUPATI PESISIR SELATAN TUJUAN. 6.1 BUPATI PESISIR SELATAN

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi 

Secara Berkelanjutan
Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir 

Selatan yang Aman Tentram dan Dinamis- Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN. 1.1.1 SASARAN. 1.1.3 SASARAN. 3.1.2 SASARAN. 3.1.2 

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan 

Pelayanan Publik Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam

Pembangunan dan Menjaga Lingkungan 
Secara Mandiri

- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
-Katergori keterbukaan informasi publik -Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) -Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

- Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah -Indeks Kepuasan terhadap masyarakat 
pelayanan publik

-Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) -Jumlah nagari tangguh bencana

- Skor Nilai LPPD

- Level Maturitas SPIP Pemda
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Meningkatkan Kinerja Organisasi Meningkatkan Kinerja Pemerintah 
Nagari Meningkatkan Pelayanan Publik Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di nagari Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib

- Nilai LKjIP
- Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang 

memiliki pengelolaan keuangan dan 
administrasi yang baik

- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Kecamatan Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan Persentase gangguan Trantibum yang dapat 
diselesaikan

Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah 
Nagari Meningkatnya Pelayanan Publik Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib

- Nilai LKjIP

- Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang 
memiliki pengelolaan keuangan dan 

administrasi yang baik - Persentase pelayanan yang tepat waktu
Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas 

Kecamatan
Persentase gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, 
Penganggaran, Penatausahaan

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum 
Perangkat Daerah

Meningkatnya Pelaporan 
Keuangan 

Meningkatnya kualitas Pengelolaan 
Keuangan dan Adminstrasi 

Pemerintahan Nagari 
Meningkatnya Kualitas Layanan PATEN Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di nagari Terciptanya lingkungan yang aman dan tertib

- Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah

- Persentase Tertib Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

- Persentase Tertib Administrasi 
Keuangan

- Jumlah Nagari lingkup Kecamatan yang 
memiliki pengelolaan keuangan dan 

administrasi yang baik

- Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan 
yang dilimpahkan kepada camat Persentase Usulan Masyarakat yang Menjadi Prioritas 

Kecamatan
Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  yang ditindaklanjuti

- Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 
Sesuai Dengan Perencanaan

- Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

- Persentase Barang Milik Daerah Yang 
Berkondisi Baik

MISI BUPATI

TUJUAN RPJMD

SASARAN 

STRATEGIS 

RPJMD

VISI BUPATI

TUJUAN DINAS

SASARAN 

STRATEGIS 

DINAS  (ESS II)

SASARAN 

STRATEGIS 

DINAS (ESS III)
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Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen 
Perencanaan dan Anggaran 

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum 
Kantor Camat Batang Kap as

Meningkatnya Kualitas 
Pelaksanaan dan Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Meningkatnya kualitas Pengelolaan 
Keuangan dan Adminstrasi 

Pemerintahan Nagari 

Meningkatnya Kualitas Layanan PATEN 
Kantor Camat Batang Kapas Terlaksannya fasilitasi kegiatan pemberdayaan di Nagari Terlaksananya Penyelesaian permasalahan 

trantibum yang difasilitasi 

- Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun - Ketersediaan Kelengkapan Administrasi 
Umum

- Jumlah Laporan Keuangan SKPD 
Yang Disusun Tepat Waktu

- Jumlah nagari yang difasilitasi dalam 
pengelolaan keuangan dan pemerintahan 

yang baik

- Jumlah permohonan Non perizinan  yang 
difasilitasi

-Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari yang 
sesuai dengan prioritas

-jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang 
difasilitasi dengan sinergitas Polri, TNI dan Instansi 

Vertikal

- Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun 
Tepat Waktu

- Jumlah LDS yang aktif, Jumlah  Mesjid yang 
melaksanakan subuh berjamaah, Jumlah remaja 

mesjid yang aktif, Jumlah Majelis Ta'lim, Jumlah 
MTQ yang diikuti, Jumlah ketersediaan operasional 

penanganan covid 19.

-Jumlah fasilitasi lembaga sosial (PKK) yang dibina, Jumlah 
fasilitasi produk unggulan yang dibina

-Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang 
difasilitasi/diselesaikan dengan tokoh agama dan 

tokoh masyarakat

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya Kualitas Layanan Umum 
Kantor Camat Batang Kapas

A. PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAH 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

A. PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA

A. PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK

A. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN

A. PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM

I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

- Ketersediaan Kelengkapan Administrasi 
Umum

I. Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah

I. Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa

I. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan 
Kegiatan Pemerintahan Di tingkat 
Kecamatan

I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa I. Kegiatan Koordinasi Upaya 
Penyelnggaraan Ketentraman dan 
Ketertiban Umum

1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi 
Tata Pemerintahan Desa

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi 
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 
Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan 
Instansi Vertkal Terkait

1 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam 
Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (BMD)

2. Sub Kegiatan Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN

2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan 
Keuangan Desa dari Pendayagunaan 
Aset Desa

2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas 
Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan 2 Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

B PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 
(BMD)

II Kegiatan Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada 
Camat

II
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 
Tingkat Kecamatan

I. Kegiatan Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan DesaPenyelenggaran 
Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

- Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Dalam 
Kondisi Baik 1

Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan 
Pemerintah Yang terkait dengan pelayanan 
Perizinan Non Usaha

1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat 1
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan 
Kesatuan Bangsa

2 Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN/KOTA

2 Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial 
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan

I. Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan 
Pemerintah yang terkait dengan pelaynan 
perizinan non usaha

3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Tujuan Forum 
Koordinasi Pimpinan Di kecamatan

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan 
Kantor

2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan

5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-Undangan

6 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Limau Sundais , 30 Maret 2023

II. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah CAMAT BATANG KAPAS

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor DENNY ANGGARA, SSTP,.M.Ec.Dev

III. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

NIP. 19870101 200602 1 001

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak 
dan Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

SASARAN 

STRATEGIS 

DINAS (ESS IV)



PETA KINERJA  KANTOR  CAMAT  BATANG  KAPAS  KABUPATEN  PESISIR  SELATAN  TAHUN  2021-2026
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VISI BUPATI  PESISIR  SELATAN
MEWUJUDKAN   PESISIR  SELATAN  LEBIH  SEJAHTERA,  MAJU  DAN BERMARTABAT,  DIDUKUNG  PEMERINTAHAN  YANG  AKUNTABEL   DAN PROFESIONAL

MISI.  1 BUPATI  PESISIR  SELATAN MISI.  3 BUPATI  PESISIR  SELATAN MISI.  6 BUPATI  PESISIR  SELATAN
Memperkuat  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Bersih,  Efektif,  Demokratis  dan Transparan Memperkuat  Kemandirian  Ekonomi  dengan  Mendorong  

Sektor  Potensi  dan Unggulan  Daerah
Mewujudkan  Kondisi  Masyarakat  yang Aman,  

Tenteram  dan Dinamis.

TUJUAN.  1.1 BUPATI  PESISIR  SELATAN TUJUAN.  3.1 BUPATI  PESISIR  SELATAN TUJUAN.  6.1 BUPATI  PESISIR  SELATAN

Terwujudnya  Reformasi  Birokrasi  yang  Berkinerja  Tinggi
Meningkatnya  Pertumbuhan  dan  Pemerataan  Ekonomi  

Secara  Berkelanjutan
Terciptanya  Kondisi  Masyarakat  Pesisir  

Selatan  yang Aman Tentram  dan  Dinamis- Indeks  Reformasi  Birokrasi

SASARAN.  1.1.1 SASARAN.  1.1.3 SASARAN.  3.1.2 SASARAN.  3.1.2 

Terwujudnya  Pemerintahan  yang Akuntabel  dan Berkinerja  
Meningkatnya  Keterbukaan  Informasi  dan  

Pelayanan  Publik Meningkatnya  PDRB Sektor  Unggulan
Meningkatnya  Partisipasi  Masyarakat  dalam

Pembangunan  dan Menjaga  Lingkungan  
Secara  Mandiri

- Opini  BPK Terhadap  Laporan  Keuangan  Daerah
-Katergori  keterbukaan  informasi  publik -Nilai  PDRB Sektor  Pertanian  (ADHK) -Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG)

- Kualifikasi  Penilaian  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah -Indeks  Kepuasan  terhadap  masyarakat  
pelayanan  publik

-Nilai  PDRB  Sektor  Industri  Pengolahan  (ADHK) -Jumlah  nagari  tangguh  bencana

- Skor Nilai LPPD

- Level Maturitas  SPIP  Pemda
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Meningkatkan  Kinerja  Organisasi  Meningkatkan  Kinerja  Pemerintah  
Nagari  Meningkatkan  Pelayanan  Publik Meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat  di nagari Terciptanya  lingkungan  yang aman  dan tertib

- Nilai  LKjIP
- Jumlah Nagari  lingkup  Kecamatan  yang 

memiliki  pengelolaan  keuangan  dan 
administrasi  yang baik

- Tingkat  Kepuasan  terhadap  Pelayanan  Kecamatan Persentase  Nagari  yang difasilitasi  kegiatan  pemberdayaan Persentase  gangguan  Trantibum  yang dapat 
diselesaikan

Meningkatnya  Tata  Kelola  Organisasi Meningkatnya  Tata Kelola Pemerintah  
Nagari Meningkatnya  Pelayanan  Publik Meningkatnya  pemberdayaan  masyarakat  di nagari Terciptanya  lingkungan  yang aman  dan tertib

- Nilai  LKjIP

- Jumlah Nagari  lingkup  Kecamatan  yang 
memiliki  pengelolaan  keuangan  dan 

administrasi  yang baik - Persentase  pelayanan  yang tepat waktu
Persentase  Usulan  Masyarakat  yang Menjadi  Prioritas  

Kecamatan
Persentase  gangguan  Trantibum  yang dapat 

diselesaikan

Meningkatnya  Kualitas  Perencanaan,  
Penganggaran,  Penatausahaan

Meningkatnya  Kualitas  Layanan  Umum 
Perangkat  Daerah

Meningkatnya  Pelaporan  
Keuangan  

Meningkatnya  kualitas  Pengelolaan  
Keuangan  dan Adminstrasi  

Pemerintahan  Nagari  
Meningkatnya  Kualitas  Layanan  PATEN Meningkatnya  pemberdayaan  masyarakat  di nagari Terciptanya  lingkungan  yang aman  dan tertib

- Persentase  Sinkronisasi  Perencanaan  dan 
Pelaksanaan  Kinerja  Perangkat  Daerah

- Persentase  Tertib  Administrasi  Umum 
Perangkat  Daerah

- Persentase  Tertib  Administrasi  
Keuangan

- Jumlah Nagari  lingkup  Kecamatan  yang 
memiliki  pengelolaan  keuangan  dan 

administrasi  yang baik

- Persentase  fasilitasi  penyelenggaraan  pemerintahan  
yang dilimpahkan  kepada camat Persentase  Usulan  Masyarakat  yang Menjadi  Prioritas  

Kecamatan
Persentase  fasilitasi  dan  kordinasi  Ketentraman  dan 

Ketertiban  Umum   yang ditindaklanjuti

- Persentase  Ketersediaan  Barang Milik Daerah 
Sesuai  Dengan  Perencanaan

- Persentase  Ketersediaan  Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan  Daerah 

- Persentase  Barang  Milik Daerah  Yang 
Berkondisi  Baik

MISI 

BUPATI

TUJUAN 

RPJMD

SASARAN  

STRATEG

IS RPJMD

VISI 

BUPATI

TUJUAN  

DINAS

SASARAN 

STRATEG

IS DINAS  

(ESS II)

SASARAN 

STRATEG

IS DINAS 

(ESS III)
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Meningkatnya  Kualitas  Penyusunan  Dokumen  
Perencanaan  dan Anggaran  

Meningkatnya  Kualitas  Layanan  Umum 
Kantor  Camat  Batang  Kapas

Meningkatnya  Kualitas  
Pelaksanaan  dan Penyusunan  

Pelaporan  Keuangan  

Meningkatnya  kualitas  Pengelolaan  
Keuangan  dan Adminstrasi  

Pemerintahan  Nagari  

Meningkatnya  Kualitas  Layanan  PATEN  
Kantor  Camat  Batang  Kapas  Terlaksannya  fasilitasi  kegiatan  pemberdayaan  di Nagari Terlaksananya  Penyelesaian  permasalahan  

trantibum  yang difasilitasi  

- Jumlah  Dokumen  Perencanaan  Yang Disusun  - Ketersediaan  Kelengkapan  Administrasi  
Umum

- Jumlah Laporan  Keuangan  SKPD 
Yang Disusun Tepat Waktu

- Jumlah  nagari  yang difasilitasi  dalam 
pengelolaan  keuangan  dan pemerintahan  

yang baik

- Jumlah  permohonan  Non perizinan   yang 
difasilitasi

-Jumlah usulan  program  kegiatan  pada musrenbang  nagari  yang 
sesuai dengan prioritas

-jumlah  penyelesaian  permasalahan  trantibum  yang 
difasilitasi  dengan  sinergitas  Polri,  TNI dan Instansi  

Vertikal

- Jumlah Dokumen  Evaluasi  Kinerja  Yang Disusun 
Tepat Waktu

- Jumlah  LDS yang aktif, Jumlah  Mesjid yang 
melaksanakan  subuh berjamaah,  Jumlah  remaja  

mesjid  yang aktif,  Jumlah  Majelis  Ta'lim,  Jumlah  
MTQ yang diikuti,  Jumlah ketersediaan  operasional  

penanganan  covid  19.

-Jumlah fasilitasi  lembaga  sosial  (PKK)  yang dibina,  Jumlah 
fasilitasi  produk unggulan  yang dibina

-Jumlah  penyelesaian  permasalahan  trantibum  yang 
difasilitasi/diselesaikan  dengan  tokoh agama  dan 

tokoh masyarakat

A. PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN  
PEMERINTAH  DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya  Kualitas  Layanan  Umum 
Kantor  Camat  Batang  Kapas

A. PROGRAM  PENUNJANG  
URUSAN  PEMERINTAH  
DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

A. PROGRAM  PEMBINAAN  DAN 
PENGAWASAN  
PEMERINTAHAN  DESA

A. PROGRAM  PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN  DAN PELAYANAN  
PUBLIK

A. PROGRAM  PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  
DESA DAN KELURAHAN

A. PROGRAM  KOORDINASI  
KETENTRAMAN  DAN KETERTIBAN  
UMUM

I. Kegiatan  Perencanaan,  Penganggaran  
dan Evaluasi  Kinerja  Perangkat  
Daerah 

- Ketersediaan  Kelengkapan  Administrasi  
Umum

I. Kegiatan  Administrasi  
Keuangan  Perangkat  
Daerah

I. Fasilitasi,  Rekomendasi  dan 
Koordinasi  Pembinaan  dan 
Pengawasan  Pemerintahan  Desa

I. Kegiatan  Koordinasi  Penyelenggaraan  
Kegiatan  Pemerintahan  Di tingkat  
Kecamatan

I. Kegiatan  Koordinasi  Kegiatan  Pemberdayaan  Desa I. Kegiatan  Koordinasi  Upaya 
Penyelnggaraan  Ketentraman  dan 
Ketertiban  Umum

1. Sub Kegiatan  Evaluasi  Kinerja  Perangkat  
Daerah

1. Sub Kegiatan  Penyediaan  
Gaji dan Tunjangan  ASN

1. Sub Kegiatan  Fasilitasi  Administrasi  
Tata Pemerintahan  Desa

1. Sub Kegiatan  Koordinasi/Sinergi  
Perencanaan  dan Pelaksanaan  Kegiatan  
Pemerintah  dengan Perangkat  Daerah  dan 
Instansi  Vertkal  Terkait

1 Sub Kegiatan  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  dalam 
Forum Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  di Desa 1 Sub Kegiatan  Harmonisasi  Hubungan  dengan 

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya  Kualitas  Pengelolaan  Barang 
Milik Daerah (BMD)

2. Sub Kegiatan  Penyediaan  
Administrasi  Pelaksanaan  
Tugas ASN

2 Sub Kegiatan  Fasilitasi  Pengelolaan  
Keuangan  Desa dari Pendayagunaan  
Aset Desa

2 Sub Kegiatan  Peningkatan  Efektifitas  
Kegiatan  Pemerintah  di Tingkat  Kecamatan 2 Sub Kegiatan  Peningkatan  Efektifitas  Kegiatan  

Pemberdayaan  Masyarakat  di Wilayah  Kecamatan

B PROGRAM  PENYELENGGARAAN  
URUSAN  PEMERINTAHAN  UMUM

- Jumlah Pengadaan  Barang  Milik Daerah  
(BMD)

II Kegiatan  Pelaksanaan  Urusan 
Pemerintahan  yang Dilimpahkan  kepada  
Camat

II
Kegiatan  Pemberdayaan  Lembaga  Kemasyarakatan  
Tingkat  Kecamatan

I. Kegiatan  Koordinasi  Kegiatan  
Pemberdayaan  DesaPenyelenggaran  
Urusan Pemerintahan  Umum sesuai  

- Jumlah Barang Milik Daerah (BMD)  Dalam 
Kondisi  Baik 1

Sub Kegiatan  Pelaksanaan  Urusan  
Pemerintah  Yang terkait  dengan pelayanan  
Perizinan  Non Usaha

1 Sub Kegiatan  Penyelenggaraan  Lembaga  Masyarakat 1
Sub Kegiatan  Pembinaan  Persatuan  dan 
Kesatuan  Bangsa

2 Sub Kegiatan  Fasilitasi  Pemanfaatan  Teknologi  Tepat GunaA. PROGRAM  PENUNJANG  URUSAN  
PEMERINTAH  DAERAH  
KABUPATEN/KOTA

2 Sub Kegiatan  Penanganan  Konflik  Sosial  
Sesuai  Ketentuan  Peraturan  Perundang -
undangan

I. Kegiatan  Administrasi  Umum  
Perangkat  Daerah

2 Sub Kegiatan  Pelaksanaan  Urusan  
Pemerintah  yang terkait dengan pelaynan  
perizinan  non usaha

3 Sub Kegiatan  Pelaksanaan  Tujuan  Forum 
Koordinasi  Pimpinan  Di kecamatan

1. Sub Kegiatan  Penyediaan  Komponen  
Instalasi  Listrik  /Penerangan  Bangunan  
Kantor

2. Sub Kegiatan  Penyediaan  Peralatan  dan 
Perlengkapan  Kantor

3 Sub Kegiatan  Penyediaan  Bahan  Logistik  
Kantor

4 Sub Kegiatan  Penyediaan  Barang Cetakan 
dan Penggandaan

5 Sub Kegiatan  Penyediaan  Bahan  Bacaan  
dan Peraturan  Perundang -Undangan

6 Sub Kegiatan  Fasilitasi  Kunjungan  Tamu

7 Sub Kegiatan  Penyelenggaraan  Rapat  
Koordinasi  dan Konsultasi  SKPD Limau  Sundai  , 30 Maret 2023

II. Kegiatan  Penyediaan  Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintah  Daerah CAMAT  BATANG  KAPAS

1. Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa 
Komunikasi,  Sumber  Daya Air dan Listrik

2. Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa Pelayanan  
Umum Kantor DENNY  ANGGARA,  SSTP,.M.Ec.Dev

III. Kegiatan  Pemeliharaan  Barang  Milik 
Daerah Penunjang  Urusan  Pemerintah  
Daerah

NIP. 19870101  200602  1 001

1. Sub Kegiatan  Penyediaan  Jasa 
Pemeliharaan,  Biaya Pemeliharaan,  Pajak 
dan Perizinan  Kendaraan  Dinas  
Operasional  atau Lapangan

2. Sub Kegiatan  Pemeliharaan  Peralatan  dan 
Mesin Lainnya

3. Sub Kegiatan  Pemeliharaan  /Rehabilitasi  
Gedung Kantor  dan Bangunan  Lainnya
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